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Abstrak
 

Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan

kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek

penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang

dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program

(CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan

perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan

yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat

mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang.

Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan,

tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik

lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan

ekonomi warga.

......Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to

live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of

arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and

community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018

which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP)

program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of

Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an

important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the

realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental

goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in

Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it

only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes

the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in

the socio-cultural and economic facilities of the residents. 
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